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PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR
NOMOR 84 TAHUN 2015

TENTANG

TATA CARA PENDAFTARAN SARANA IBADAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAKASSAR,

bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 298 ayat (5) Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
menegaskan bahwa Belanja Hibah dapat diberikan kepada:
Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Lain, Badan Usaha
Milik Negara atau BUMD, dan/atau Badan, Lcembaga, dan
Organisast Kemasvarakatan vang berbadan hukum;

bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor
900/40.27/5J tentang Penajaman Ketentuan Pasal 298 ayat (9)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dimana badan dan
lembaga kemasyarakatan yang bersifat nirlaba, sukarela san
sosial vang telah memiliki Surat Keterangan terdaftar vang
diterbitkan oleh Menteri Dalam Negeri, Gubernur, atau Bupan
atau Walikota;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huru! a dan b, perlu menetapkan Peraturan Wal:kota.

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang pembentukan
Daerah Tingkat Il di Sulawesi (Lembaran Negert Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Negara Republik Indonesia
Nomor 1822);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 rentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dar Korupsi,
Kolusi, Nepotisme (Lembaran Negara Republik IndonesiaTah uan
1999 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 38351);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 5. Tambahan Lembaran Necgara Repubik
Indonesia Nomor 43553);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksazn,
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
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Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Neguara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Idonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Repubhk
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentung

.Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4503);

. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republk
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembar-an
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 43583);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
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15, Peraturan Pemerital Nomor 71 Tahun 2010 teatang Staledar
Akuntans:  Pemerintahan  (Lembaran Newora, Republik
indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambuahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
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10, Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 206
entine Pedoman Pengelolaan Keuangan Dacerah sebagaimana
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tentang Peduman Pengelolaan Keuangan Daerah,

1 7. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009 tentang
Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Dacrah hota
Makassar {Lembaran Daerabh Kota Makassar Nomar 3 Talwun
2009) sebagaimana telah diubabh dengan Peratwran Daerah
Kota Makassar Nomeor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan kedua
Peraturan Dacrah kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009 tentang
Pembentukan Susunan Organisast Perangkat Dacrah Kota
Makassar {(Lembaran Daerah  Kota Makassar Tahun 2013

—

Nomor 71

i 2

CHeratutas Dol Xomor 4 iabha 2008 venin e Puliok Pukok
Pengelolawsy  heuangan  Daerali (Lembaran Dacrab  hota
Makassar Tahun 2009 Nomor 4,

1Y, Peraturan Walikota Makassar Nomor 66 Tahun 2009 teniang

Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Dacrah (Berita
Dacrah kot Makassar Tahun 2009 Nomor 6],

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR TENTANGTATA
CARAPENDAFTARAN SARANA IBADAH

BAB 1
KETENTUAN UMUM

;

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini vang dimaksud dengan:
1. Daerah adalahh Kota Makassar

2. Pemenmtah adalah Pemerintah Kota Makassar.
3. Pemermtah Dacrah adalah Walikota beserta Perangkat Dacrah scebagar unsur

penvelenggara Pemerintahan Dacrah.
4. Walikota adalah Walikota Kota Makassar.
5. Sekretans Dacrah adalah sekrelaris Daerah Kota Makassar,
fr. Baglan Kesejahteraan Rakvat adalah Bagian Kesejahternan akvat Kota
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QO Organisast kemasvarakatan adalah organisast yvang dibentuk oleh anggota
- masyvarakat warga negara Republik Indoncesia secara sukarela atas dasar

kesamaan kegiatan, profesy, lungsi, agama, dan kepercavaan tcerhadap Tuhan

‘ Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dolam rangka

| mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indoncesia

vang  berdasarkan  Pancasila termasuk organisasit non pemerintahan vang
. bersifat nastonal dibentuk berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

10. Kelompok Masvarakat adalah sckelompok anggota masyvarakat yang dengan

kesadaran  dan keinginan  sendirt bergabung  untuk  menjalankan  sebuah

kegioten bersama dan susunan kepengurusan  diketahut oleh  pemerintah
setempal atuw diketahun oleh lembaga diatasnyva.

VL Savana nidah adalah tetonpit dima massvarakad melaksanakan ithadah dalam
rangka menjalankan ibadah seswn dengan agama vang dianuinyea.

2. Pengurus sarana ibadah adalah kelompok masvarakat vang bertanggung jawab
dan mempunyar tugas scebagal penanggung jawab dalam pengelolaan sarana
thadah.

BAB II
RUANG LINGKUP, MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2
-

Ruung hnghkup Peraturan Waltkota int mehiputt ¢

1. Pendaltaran sarana ibadal:.

2. Registrasi sarana ibhadah

_» 9 Penetapan saranaibadah
Pasal 3
-
Maksud disusunnva Peraturan i adalah sebagai pedoman bagt SKPRD, SKPD dan
penerima bantuan dalam melakukan pendaftaran sarana 1badah.
BAB III
PENDAFTARAN SARANA IBADAH
> Pasal 4
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(2} Sarana ibadah vang dimaksud pada ayat (1) mengajukan surat permohonan
: pendaftaran sarana ibadah kepada Walikota;
(3) Surat permohonan pendaftaran tersebut diajukan oleh pengurus sarana
: hadah kepada Wahkota melalu Bagian Kesejahteraan Rakyvar,
‘ Formatl swural penimohonao pendaltiran sebageaomann dimaksud pada i (3)
verlam it dudui lsnpreaiy | Pe ratcisnry NealiBatg ira
Pasal 5

(1} Surat permohonan pendaltaran sarana ibadah sebagaimana dimaksud dalam
Dasal 4 aval (2), terlebih dahulu diketahui oleh Lurah dan Camea, dimana
savana thadah 1ersebiun berdomisily
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(2] Setelah Surat permohonan pendafltaran sarana ibadah tersebut diketahui
olech Camat dan Lurah, maka pengurus sarana ibadah mengajukan surat
: permohon tersebut kepada Walikota melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat.

BAB IV
REGISTRASI SARANA IBADAH

Pasal 6

(1) Berdasarkan surat permohonan pendaftaran pengurus sarana 1badah
sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2), maka Bagian Kese¢jahteraan
Rakvat melakukan verifikas! atas surat permohonan tersebut;

(2) Verilikasi sebagaimana dimaksud pada avat (1) yaitu Bagian Kesejahteraan
Rakyat melakukan peninjauan dan verifikasi lapangan terhadap sarana
ibadah vang dimaksud,;

(3) Setelah melakukan peninjauan dan verifikasi lapangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), selanjutnya Bagian Kesejahteraan Rakyat membuat
berita acara verifikasi registrasi sarana ibadah yang kemudian diajukan
kepada Sekretaris Daerah untuk mendapatkan persetujuan;

(4) Format berita acara verifikasi registrasi sarana ibadah sebagaimana
cdimaksud pada avat (3) terlampir dalam lampiran [l Peraturan Walikota ini.

BAB V
PENETAPAN SARANA IBADAH

Pasal 7

(1) Berdasarkan surat rekomendasi dalam pasal 6 ayat (3), maka Walikota
memberikan penilaian atas verifikasi tersebut

(2] Berdasarkan hasil penilaian scbagaimana dimaksud pada ayat (1), maka
Walikota dapat menetapkan sarana ibadah dengan Surat Keputusan Walikota
vang didelegasikan kepada Sekretaris Daerah.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Agar setiap orang mengetahuinya. Memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Makassar.
Ditetapkan di Makassar

7y padganggal 18 Nepember 2015

P .

’ﬁAMDHAN POMANTO
: Diundangkan di Makassar LR G
pada tanggal 19 Nopember 2015
SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,
e Y

" IBRA; SALEH
BERITA DAERA A MAKASSAR TAHUN 2015 NOMOR 84
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Lampiran I : Peraturan Walikota Makassar

Nomor : 84 Tahun 2015

Tanggal : 18 November 2015

Tentang : Tata Cara Pendaftaran Sarana Ibadah

KOP SURAT MASJID;’MUSALLAH/GEREJA/PURA/KLENTENG/VIHARA

ETTT—— P —— FETTITTE—e us

Makassar, ..... Tn Lo et A

Nomor PR e DR e e AR e

PERITAN. D s i s Y R Kepada

Perihal : Permohonan Pendaftaran Yth Bapak Walikota Makassar
Sarana [badah Masjid/Musallah/ Cqg. Bagian Kesra
Gereja/Pura/Klenteng/Vihara di - Makassar

Dengan hormat,

Bersama ini kami dari - Pengurus Sarana [badah

Masjid /Musallah /Gereja/Pura/Kelenteng/Vihara mengajukan permohonan kepada
Bapak Walikota untuk dapat didaftar sarana ibadah kami dalam wilayah kota
Makassar. Adapun data sarana ibadah kami sebagai berikut :

. Nama Sarana Ibadah : Masjid/Musallah/Gereja/Pura/Kelenteng/Vihara ........
2. Alamat A5 50 o M e AR 1 5 Bt R o B

3. Kelurahan e N e (I PR o W i L
4. Kecamatan e e e LRSI o | T 20 e

Demikian surat permohonan pendaftaran sarana ibadah Masjid /Musallah
/Gereja /Pura /Kelenteng/Vihara, kami dari pengurus mengucapkan terima kasih.

PENGURUS MASJID/MUSALLAH/GEREJA/PURA/KLENTENG/VIHARA

Ketua Sekretaris
Mengetahusi, y
Kelurahan Kecamatan
' Lurah Camat
NIP. e NIP. 4 i
l
B

WALIKOTA MAKASSAR,

MOH. RAMDHAN POMANTO
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Lampiran II : Peraturan Walikota Makassar
. Nomor : 84 Tahun 2015
Tanggal : 18 November 2015
Tentang : Tata Cara Pendaftaran Sarana Ibadah
Vs KOP SURAT SEKDA
| BERITA ACARA
VERIFIKASI REGISTRASI MASJID/MUSALLAH/GEREJA/PURA/KLENTENG/VIAHARA
KOTA MAKASSAR
INOTIOT § sl oriond INESTR i Tilissvins
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berdasarkan surat tugas Sekretariat Daerah Kota Makassar Nomor : ...../..../...../2013
Dengan i1 menvatakan telah melakukan veritikasi terhadap Sarana Ibadah Masjid / Musallah / Gereja
|/ Pura/Klenteng/Vihara dengan data sebagai berikut :
I |. Nama Sarana Ibadah : Masjid/Musallah/Gereja/Pura/Kelenteng/Vihara ........
2. Alamat AN L ] [ SRR U
o4 BREW i
3. Keluarahan § Cesea s s ii e e s RS R S B
4. Kecamatan ARIL BN, o WL L
] _ . :
| Hasil verifikasi vang telah dilakukan menyvatakan bahwa sarana ibadah Masjd / Musallah /
Gerepn — Purg Kelenteng Vibiara tersebut layak untuk divchomendasihan untuh - didaftar - dalum
¥ registrasi sarana ibadah.
|
Demikian Berita Acara Verifikasi ini dibuat untuk menjadi bahan pertimbangan
TIM VERIFIKASI
l
O R S SRR | s
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Mengetahui : A S K e ~ Menyetujui :
i
‘ Kepala Bagian Kesra Sckretaris Daerah
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